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SEJUMLAH daerah di
Indenesia dilanda kebakaran
hutan dan lahan (karhutla)
yang menyebabkan kabut
asap, antara lain Bromo, Jawa
Timur, dan Kalimantan Barat.
Musim kemarau ekstrem
yang dipengaruhi fenomena
El Nino memicu peningkatan
kebakaran hutan dan lahan di
sejumlah wilayah sepanjang
Juli hingga Agustus 2026.

Di Sulawesi Selatan,
sejumiah daerah seperti
Kabupaten Enrekang, Tana
Toraja, Toraja Utara, Kota
Parepare, hingga Kota
Makassar mencatat lonjakan
insiden kebakaran, mulai
dari lahan kering hingga
permukiman warga.

Terbaru, kebakaran hebat

BADIUL HADI

Kebakaran Hutan & Lahan Mengkhawatirkan

Apakah Periu Dihentuk Badan
Nasional Pengendali Karhutia?

melanda kawasan pegunungan
Gunung Nona, Kabupaten
Enrekang, dan melahap
setidaknya 10 hektare lahan.
Kondisi di wilayah Kalimantan
bahkan lebih parah.
Berdasarkan data yang
disampaikan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
(BNPB) Kalimantan Tengah
menjadi wilayah dengan
sebaran hotspot I!nlnggl. yakni
mencapai 767 titik. jutrya,

memperburuk kualitas udara,
tetapi juga mulai menggang-
gu aktivitas masyarakat, pen
didikan, transportasi, kesehatan,
hingga perekonomian.

Melihat kondisi tersebut,
Anggota Komisi IV DPR RI
Daniel Johan mendesak

nasional,” ujar Daniel dalam
keterangan persnya, Jumat
(21/8/2028).

Daniel menilai Pemerintah
tidak cukup hanya memantau
perkembangan titik panas
atau hotspot. Data tersebut,
kata dia, harus segera me

h segera
karhutla di Kalimantan sebagai
bencana nasional. Menurutnya,
skala dampak yang ditimbulkan

Kalimantan Barat tercatat 560
titik, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur masing-
masing 74 titik, sedangkan Kali-
mantan Utara terdapat tiga tit
Karhutla yang melanda
sejumiah wilayah Kalimantan
semakin kh, il

sudah jauh

dasar p han personel
dan peralatan ke lokasi yang
memiliki tingkat risiko tinggi.
Menurut Daniel, dampak
tarhutla saat ini sudah dirasakan
Kabut

Aktivitas pendidikan juga ikut
terdampak. Sejumlah sekolah
di Kabupaten Kubu Raya dan
Kota Pontianak harus diliburkan
karena kondisi udara yang
dinilai tidak memungkinkan
untuk kegiatan belajar mengajar
secara normal.

Tidak kalah penting, Daniel
meminta aparat penegal
hukum mengusut tuntas
penyebab kebakaran. Menu-
rutmya, pihak yang szngaja

persoalan kebakaran biasa dan
butuhkan luar
biasa secara terkoordinasi.
“Kalimantan sudah seperti
setengah ‘neraka’ sekarang
karena karhutla yang semaki
parah. Pemerintah perlu
kan status karhutla di

Kabut asap tebal tidak hanya

Manajer Riset Seknas Fitra

Kalimantan sebagai bencana

asap

jarak pandang di sejumlah lokasi
‘turun drastis, bahkan sangat
terbatas. Kondisi tersebut
berpotensi membahayakan
pengguna jalan sekaligus
mengganggu operasional
transportasi udara.

pun pihak yang lalai sehmgga
menyebabkan karhutla harus
mendapatkan sanksi tegas

sesuai dengan

DPR RI Firman Soebagyo juga
mengusulkan adanya badan
khusus untuk menangani
masalah karhutla.

“Perlu pembentukan
Badan Nasional Pengendali
Karhutla,” usulnya.

Namun, usulan
pembentukan badan khusus
karhutla ditolak oleh Manajer
Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi.
Menurut dia, adanya badan
baru akan membuat birokrasi
semakin panjang dan berbelit.

“Sehingga belum perlu
badan khusus,”

Untuk mengulas lebih jauh
b Firman

hukum.

Selain desakan agar
diberlakukan status bencana
nasional, Anggota Komisi IV

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR RI

Soebagyo dan Badiul Hadi
terkait perlu atau tidaknya
badan khusus karhutla, berikut
petikan wawancaranya.

Pembentukan Badan
Ini Belum Diperlukan
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Persoalan utamanya bukan
kekurangan lembaga,
melainkan lemahnya

koordinasi, pencegahan,
pengawasan, penegakan
hukum, dan pembagian
tanggung jawab antarinstansi
serta pemerintah daerah.
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Karhutla bukan
lagi persoalan rutin
tahunan, tetapi juga

berdampak besar
terhadap kesehatan,
lingkungan, dan
perekonomian di
daerah dan pusat.

Ini Bertanggung
Ke Presiden
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